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i

JfcCEPUTUiSAJN BUFAll KUDUS

NOMOR 0^ TAHUN 2002
:TENTANG

PERUBAIIAN KEPUTUSAN BUPATI NOMOR15 TAHmiOOO TET<T^®

PETUNJUK PELAKSANAAN
NOMOR 9 TAIIUN 2000 TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA

BUPATI KtlDUS,

bahwa keteiituAn Pasal 16 Kepiitusan Kudus Nomor 15 2000
tcutang Petunjuk PelaJksanaan Peraturan Dacrah Kabupateii J^u^s
9 Taliun 2000 tentang Sumber Peiidapatan Desa tidak sesuai deugan
ketcntUtTn Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahuii 2000
tentang Kegasama Desa, maka perlu diadakan perubah^ dai||p.^ypa?iai^>

b, bahwa sehiibimgan dengan maksud terscbut di atas, perlu diteta|)k^
dcngan KepuUisan Bupad;

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang JPembentukan Daerah-
dacrah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tcngah;

2, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemenig^^
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tamb^a;^di?en:^fearan^^

Nomor 3839); > ^

Undangrundang Nomor 25 Tahun 1999 tentang PerimbanganTy^uaiisan
Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang.,IteTS^eupga n
Pemerintah dan Keweruuigan Propinsi sebagai Daer^ Otpnoin
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahm.,Xjemb?man
Negara Nomor 3952);

5. Peraturan Pemermtah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum
Pengaturan Mengenai Desa (lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142,
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i NomorMeD.tcri DaLm NcgcnKcp’Jtiisan , . ,
Fcdonian Umuiu Pciigatuian Mcngcnai Dcsa,7.
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Kudus Nomor 9 Tahun 2000i4cnt»ng^

Daerah Tahun 2000 Nomor 15,
^ iatui'an Daviali Kabupatcn

Sumber Pendapatan Desa (Lembaran
Tambahan Lembaraii Daerah Komor S);

T)0 X W1o«

■ T

1 ms.

Q PcraPJTM Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10

Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10),
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U. Kepunmn Bupati Kudu. Nomor 13
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabi^at^ N^
tcntang Sumber Pendapatan I>«» (lxmbaran Daerah #abin»a<W

Tahun 2000 Nomor 32);

•ii

12. Keputusan Bupali Kudus Nomor 65 Tahun 2001-^t6nt^^ 
r^himPcialcsanaan Peraturan Daerah Kabupatcn Kudus Nomor 

.

2000 tcntang Kcijasama Desa (Lembaran Daerah Kabupatcn Kudus

Tahun2001 Nomor ', mfY' -j S'r-5»- m
';S tim
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MEMUTUSKAN:

; KEPUTUSAN BUPATI KUDUS TENTANG
BUPATI KUDUS NOMOR 15 TAHUN 2000 TE^TANO PETUNI^
PELAKSmilAN PERATURAN DAERAH

TAHUN 2000 TENTANG SUMBER PENDAPATi^|i>ESAi^

Pasall

Ketentuan Pasal 16 Keputusan Bupati Kudus Nomor 15 Taliun 2000
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten KudusT^mor 9 Tato
2000 tcntang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupat^ Kudus
Tatiun 2000 Nomor 32), diubah seWngga sclurutmya bcibunyl scbagal

berikut:
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Pasal 16u

Hi
(1) Persyaratan penyerahan pengdolaan Tanah Hondo Desa dan Bcngk^

kosong kepada Pihak lain harus niemenuhiPerangkat Desa yang
ketentuan sebagai berikut:
a, dilaksanakan melalui pelelaisgan teibuka tcrutama bagi masyarakat

Desa yang bcrsangkuian;
b: uang hasil lelangan secara

ditunjuk qlch Pcmcrinlali Desa dalam bentuk Giro Desa, tabungan
dan atau Deposito atas nama Pcmcrintah Desa;
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utiih bania dtaetoHcan di Bank yang

. /c. guna
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c. guna memudahkan penyelenggaraan pemcrintahan Dcs4 Bank yang
ctituiijuk dluaoliakan yaxig terletak di dekat Pusat Pemerintalto I)^a;

d. hasii dari pelakaanaan Jelang hanis dituangkan dalam; Kqputusan
Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan BPD;

e. pcngambilan uang hasii Iclang sebagaimana dknaksud jhuruf c ayat
ini, dilakukan sesuai kebutuhan dalam Anggaran Pendapatan dan
Bclanja Dcsa;

f. setiap melakukan pehyetoran dan pcngambilan Uang hasii Iclangap di
Bmikf s<?mya bukti penj'etoran dm peiigambilan harus dislmpan oleli
Bendaharawan Desa.

(2) (Jntuk mcmcnuhi' kctcntuan sebagaimana dimaksud ayat (1) hiniif a,
dalam melaksanakan pelelangan dihksanakan oleh Panitia;. Pelelangan
Tanidi Kas Desa yang dibentuk oleh Badan Kcgasania Desa, \

(3) Panilia Pelelangan Tanah ICas Desa sebagaimana dimakspd ayat (2)
terdiri dari Pemuka-pemuka masyarakat setempat di luar intistir
Pemeiintahan Desa.

(4) Untuk memperlaiicar jalanny^a aeara lelang, selambat-lambatnya 3 (ti^)
hari setelah Panitia Pelelangan terbentuk, Badan Kcoasama Desa
bersama dengan Panitia Pelelangan membuat Daflar Stands,
jadwal pelelangan luitiik dimohonkan persetujuan kepada K
dan Pimpinan BPD.

(5) Besamya standar harga lelang ditetapkan sekurai^-^kurStr®rtya seb^sar
harga Iclang tahun lain atau sesuai harga Iclang setempat.

(6) Pelelangan dapat dilaksanakan di Balai Desa atau tempat lain yang
dititnjuk oleh Pemerintoh Desa.
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Pasal 21
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Kcpulnsan hn mulai berjbku pada tanggal diundangkaiL

Agar setiap orang dapat mengetaliuinya, memerintaldcan ;p^
Keputusan ini dengan penempatannya dalam I^embaian Daci^ kaln^^rtch
Kudns.
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Ditetapkan diKt
pada tanggal

111!

Mr.

c.?;? bupatiki^us>
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MLTHAIvIMAD AMIN mADJAT1^;
pDiundangkati,^

pada tanggal

I SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS
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